PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PRT/M/2011
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa pengaturan tata laksana persuratan telah diatur dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tata
L aksana Persuratan dan Kearsipan Departemen Pekerjaan Umum;

b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan
Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum, maka perlu disesuaikan guna menyeragamkan tertib administrasi
tata naskah dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
dan Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
5039;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum;
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Menetapkan

10.

11.
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13.
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15.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Jadwal Retensi Arsip Departemen Pekerjaan Umum,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan
Umum;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi,
dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dimaksudkan
sebagal acuan pengelolaan naskah dinas pada setigp unit organisasi di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum bertujuan
menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar unit
organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum maupun instansi
lan di luar Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi jenis dan format naskah
dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, cap dinas,
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan,
pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas.
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